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ABSTRAK 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga negara independen yang diatur 

oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk melindungi hak asasi manusia. 

Meski memiliki peran penting, Komnas HAM menghadapi tantangan besar, terutama 

karena rekomendasinya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Penelitian ini 

membahas dua rumusan masalah, pertama bagaimana Komnas HAM menggunakan 

instrumen rekomendasi dalam menangani kasus pelanggaran HAM, kedua, 

bagaimana kedudukan rekomendasi Komnas HAM dalam menangani dugaan 

pelanggaran HAM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

normatif dengan data sekunder sebagai data utama dan dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Komnas HAM mengeluarkan 

rekomendasi atas adanya dugaan atau potensi pelanggaran HAM kepada pemerintah, 

DPR-RI, swasta, dan pihak lainnya. Kedua, kedudukan rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak memiliki kewajiban untuk dipatuhi, 

rekomendasi ini hanya sebatas saran yang tidak memiliki sifat ekeskutorial seperti 

putusan pengadilan yang memiliki daya paksa terhadap pelaksanaannya.   
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